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Salah satu kasus yang diputus dibawah batas minimum khusus yang diatur dalam
undang-undang adalah kasus penebangan kayu tanpa izin yang diputus di
Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor : 432/Pid.Sus/2014/PN. Para terdakwa
dituntut Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
Permasalahan dalam skripsi ini meliputi dasar pertimbangan hukum hakim dalam
menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus yang ditentukan oleh
undang-undang dan pandangan hakim yang menjatuhkan pidana di bawah batas
minimum khusus yang ditentukan oleh undang-undang.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris yang menggunakan data
primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode
dokumentasi dan studi dokumen serta didukung dengan wawancara. Analisis data
dilakukan dengan melakukan analisis terhadap bahan kepustakaan secara
kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hukum hakim dalam
menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus yang ditentukan oleh
undang-undang lebih ditekankan kepada asas keadilan dan fakta-fakta dalam
persidangan. Segala aspek dalam persidangan harus diperhatikan mulai dari aspek
yuridis dan non-yuridis demi mewujudkan suatu keadilan yang benar-benar
diharapkan oleh masyarakat, meskipun keadilan sifatnya relatif karena berbeda
dari sudut pandang satu dengan yang lainnya. Juga dalam putusan hakim harus
mengandung tiga aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis sehingga keadilan yang
ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim
adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (legal justice), keadilan
moral (moral justice), dan keadilan masyarakat (social justice). Pandangan hakim
yang menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus yang ditentukan oleh
undang-undang adalah bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah batas
minimum khusus berdasarkan adanya asas keadilan dan fakta keseimbangan
antara tingkat kesalahan pelaku dan keadaan yang melingkupinya karena hakim
yang menjatuhkan putusan lebih dekat kepada asas kepastian hukum, maka secara
otomatis, hakim akan menjauh dari titik keadilan. Sebaliknya, kalau hakim
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menjatuhkan putusan lebih dekat mengarah kepada keadilan, maka secara
otomatis pula hakim akan menjauhi titik kepastian hukum. Dengan suatu
pertimbangan yang bernalar, seorang hakim akan menentukan kapan dirinya
berada di dekat titik kepastian hukum, dan kapan harus berada di dekat titik
keadilan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disarankan dalam pertimbangan
hukum hakim dalam mejatuhkan pidana di bawah minimum khusus yang
ditentukan oleh undang-undang, seorang hakim tidak hanya melihat normatifnya
saja, tetapi harus melihat kasuistisnya. Karena tidak jarang terdapat kondisi
kasuistis yang tidak sesuai dengan ketentuan normatifnya dalam hal ini peraturan
perundang-undangannya. Disarankan kepada hakim yang berpandangan pro
bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus yang
ditentukan oleh undang-undang, pada saat dihadapkan dengan kasus pidana yang
pengaturannya memuat ancaman sanksi pidana minimum khusus hakim harus
fleksibel, tidak hanya menjadi corong undang-undang, tidak ragu untuk
melakukan suatu terobosan hukum, tindakan contra lege, menemukan hukum
serta membentuk hukum, jika dirasa aturan yang dimuat dalam undang-undang
bersangkutan tidak sesuai dengan rasa keadilan yang ada di masyarakat.
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